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BAB II 
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN 

Pasal 2 
(1) Melimpahkan sebahagian kewenangan Pemerintah Kabupaten 

dari Bupati kepada Kepala Badan Keluarga Berencana 
Kabupaten Simalungun 

(2) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) adalah kewenangan : 

a. Pengangkatan Jasa Tenaga Petugas Lapangan Keluarga 
Berencana di Badan Keluarga Berencana Kabupaten 
Simalungun; 

b. Pemberhentian Jasa Tenaga Petugas Lapangan Keluarga 
Berencana di Badan Keluarga Berencana Kabupaten 
Simalungan. 

(3) Jasa Petugas Lapangan Keluarga Berencana Daerah 
sebagairnana dimaksud pada ayat (2) adalah Tenaga Petugas 
Lapangan Keluarga Berencana yang selama ini sudah bekerja 
secara sukarela di bidang Keluarga Berencana pada 
lingkungan daerah Kabupaten Simalungun dan telah 
mendapat surat penegasan dari Badan Keluarga Berencana 
Kabupaten Simalungun; 

(4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Jasa Tenaga 
Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2}, diatur Iebih lanjut dalam Keputusan Kepala Badan 
Keluarga Berencana Kabupaten Simalunzun, 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati Simalungun ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Si malungun; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 
3. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah 

dalam penyelenggaraan Pemerin tah Daerah yang terdiri dari 
Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, 
Kecamatan dan Kelurahan; 

4. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun; 
5. Sekretaris Daerah · adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Simalungun; 
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Simalungun baik yang berbentuk Badan maupun 
Kantor sebagai unsur penunjang dalam Penyelenggaraan 
otonomi Daerah Kabupaten Simalungun; 

7. Pelimpahan wcwenang adalah penyerahan tugas, hak, 
kewajiban dan pertangung jawaban untuk pengangkatan dan 
Pemberhentian Jasa Petugas Lapangan Keluarga Berencana 
Daerah, termasuk atas penanda tanganannya atas nama 
penerima wewenang; 

8. .Jasa Tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana Daerah 
adalah Tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang 
diangkat oleh Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten 
Simalungun; 
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Paaal 6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati · Simalungun mi dengan 
penempatanny a dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun. 

BABV 
KETENTUAN P~NUTUP 

Pasal 5 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan 1n1 sepanjang 
mengenai teknis pe:laksanaannya diatur lebih lanjut melalui 
Keputusan Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten 
Simalungun 

BAB IV 
IIBTENTUAN PERALIHAN 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini berlaku untuk 1 (satu) Tahun Anggaran 
yaitu Tahun Anggaran 2015. 

BAB III 
PENGAWASAN 

Pasal 3 
( 1) Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian jasa Tenaga 

Petugas Lapangan, Kepala Badan Keluarga Berencana 
Ka bupaten Simalungun wajib menyampaikan Laporan 
Tertulis Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 

(2) Laporan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
laporan yang memuat jumlah jasa tenaga Petugas Lapangan 
yang dibutuhkan; 

(3) Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun · 
wajih melakukan Pembinaan dan Pengawasan secara optimal 
terhadap jasa Tenaga Petugas Lapangan yang diangkat; 

(4) Dahm hal tertentu dan/atau Kepala Badan Keluarga 
Berencana Tidak mampu melaksanakan kewenangan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (2) Peraturan ini, 
Bupati Simalungun dapat menarik kembali kewenangan 
terse but; 
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